
BUPATI PACITAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN 
NOMOR 7 TAHUN 2012 

TENTANO 

PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN 
PENANABIAN MODAL 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG BfAHA ESA 

BUPATI PACITAN, 

Menimbang : bahwa un tuk mclaksanakan ketcntuan pasal 7 Peraturan 
Pemerintah nomor 45 tahun 2008 tentang Pcdoman Pemberian 
Insentif dan Pemberian Kemudahan Pcnanaman Modal Di 
Daerah, perlu menetapkan peraturan daerah tentang 
pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman 
modal. 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-UndangDasar Negara Republik 
1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 
1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 
Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, 
TambahanLembaran Negara Nomor 2730); 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 
beberapa kal i diubah terakir dengan Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintaheui Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan L«mbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahim 2007 tentang Penanaman 
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4724); 

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahim 2008 tentang Usaha 
Mikro, Kecil dan Mcnengah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008, Nomor93, TambahanLembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor4866); 



6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009, NomorSO, TambahanLembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor82, 
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 
2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara 
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi d£in 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara 
Tahun 2007 Nomor 82, TambahanLembaran Negara Nomor 
4737): 

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 
2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian 
Kcmudahsin Penanaman Modal d i Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4861); 

10. Peraturan Presidcn Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Rcncana 
Umum PenanEunan Modal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 42); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Bcrita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 694); 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PACITAN 

dan 

BUPATI PACITAN 

MEBIUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF 
DAN PEMBERIAN KEITODAHAN PENANAMAN MODAL. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah in i yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Pacitan. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan 
3. Bupati adalah Bupati Pacitan. 
4. Pejabat yang d i tunjuk adalah pejabat d i lingkungan Pemerintah Daerah yang 

berwenang dalam bidang penanaman modal dan mendapat pendelegasian 
wewenang dari Bupati . 

5. Pemberian Insentif adalah dukungan dari pemerintah daerah kepada 
penanam modal dalam rangka mendorong pcningkatan penanaman modal d i 
daerah. 



6. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari pemerintah daerah 
kepada penanam modal un tuk mempermudah setiap kegiatan penanaman 
modal dalam rangka mendorong pcningkatan penanaman modal d i daerah. 

7. Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh perseorangan atau 
badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat 
dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang 
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan 
pembangunan daerah. 

8. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan 
Daerah sebagai pcmbayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang 
khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah un tuk 
kepentingan orang pribadi atau Badan. 

9. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh 
penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing un tuk 
melakukan usaha d i wilayah negara Republik Indonesia. 

10. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan 
penanaman modal yang dapat berupa penanaman modal dalam negeri dan 
penanaman modal asing. 

11. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang 
yang dimil i ld oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis. 

12. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimil i ld oleh Negara Republik 
Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau badan usaha yang 
berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum. 

13. Modal Asing adalah modal yang dimil i ld oleh negara asing, perseorangan 
warga negara asing, badan usaha asing, badan h u k u m asing, dan/atau 
badan hukum Indonesia yang sebagian atau scluruh modalnya dimil iki oleh 
pihak asing. 

14. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) adalah ke^atan menanam modal 
untuk melakukan usaha d i wilayah negara Republik Indonesia yang 
dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal 
dalam negeri. 

15. Penanaman Modal Asing (PMA) adalah kegiatan menanam modal un tuk 
melakukan usaha d i wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh 
penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya 
maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. 

16. Usaha Mikro adalah Usaha produktif mi l ik perorangan dan/atau badan 
usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro. 

17. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 
di lakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan 
anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimil i ld, diloiasal, 
atau menjadi bagian baik langsimg maupun tidak langsung dari usaha 
mcnengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. 

18. Usaha Mcnengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang 
dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan 
anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimi l ik i , dikuasai, atau 
menjadi bagism baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil 
atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau basil penjualan 
tahiman 

19. Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dUakukEin oleh badan 
usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih 
besar dari usaha mcnengah, yang meliputl usaha nasional mil ik negara atau 
swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi 
d i Indonesia. 

20. Dimia Usaha adalah usaha mikro, Usaha Kccil, Usaha Mcnengah, dan Usaha 
Besar yang melakukan kegiatan ekonomi d i Indonesia dan berdomisili d i 
Indonesia. 



2 1 . Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, 
Dunia Usaha, dan masyarakat secara siner^s dalam bentuk penumbuhan 
ik l im dan pengembangan usaha terhadap usaha mikro, kecil, dan mcnengah 
sehingga mampu tumbuh dan berkcmbang menjadi usaha yang tangguh dan 
mandiri. 

22. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya d i singkat LKPM 
adalah laporan berkala yang disampaikan oleh perusahaan mengenai 
perkembangan pelaksanaan penanaman modalnya dalam bentuk tata cara 
sesuai dengan ketcntuan yang berlaku. 

B A B n 
BfAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

Maksud dan tujuan pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman 
modal adalah untuk menarik atau merangsang b a ^ penanam modal un tuk 
melakukan penanaman modal d i daerah dalam rangka menciptakan akses dan 
kemampuan ekonomi serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. 

BAB III 
INSENTIF DAN KEMUDAHAN 

Pasal 3 

(1) Untuk meningkatkan dan mempercepat pengembangan penanaman modal, 
Bupati dapat memberikan insentif dan memberikan kemudahan kepada calon 
penanam modal. 

(2) Pemberian insentif dan pemberian kemudahan dilakukan berdasarkan 
prinsip: 
a. Kepastian hukum; 
b. Kesetaraan; 
0. Transparan; 
d. Akuntabilitas; dan 
c. Efektif dan efisien. 

Pasal4 

(1) Pemberian insentif dapat berbentuk : 
a. pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah; 
b. pengurangsm, keringanan atau pembebasan retribusi daerah; 
c. pemberian dana stimulan dan/atau ; 
d. pemberian bantuan modal. 

(2) Pemberian kemudahan dapat berbentuk: 
a. Berbagai kemudahan pelayanan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu d i 

bidang penanaman modal; 
b. Dukungan penyediaan infrastruktur dari Pemerintah Daerah; 
c. Kemudahanpelayanan dan/atau perizinan kepada perusahaan 

penanaman modal un tuk memperoleh hak atas tanah, fasilitas pelayanan 
keimigrasian, dan fasilitas perizinan impor; 

d. Penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal; 
e. Penyediaan sarana dan prasarana; 
f. Penyediaan lahan atau lokasi;dan 
g. Pemberian bantuan teknis. 



Pasal 5 

(1) Pemberian kemudahan penanaman dalam bentuk percepatan pemberian 
perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huru f a 
diselcnggarakan melalui pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
mencakup penyederhanaan dokumen, kemudahan proses, waktu 
penyelesalan perizinan yang singkat dan bentuk pelayanan Iain yang 
mendukung percepatan penanaman modal. 

Pasal6 

(1) Pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal diberikan 
kepada penanam modal yangsekurang-kurangnya memenuhi salah satu 
kriteria sebagai berikut: 
a. Memberikan kontribusi bagj pcningkatan pendapatan masyarakat; 
b. Menyerap banyak tenaga keija lokal; 
c. Menggunakan sebagian besar sumber daya loked; 
d. Memberikan kontribusi bagi pcningkatan pelayanan publik; 
e. Memberikan kontribusi dalam pcningkatan ProdukDomestik Regional 

Bruto (PDRB); 
f. Berwawasan Lingkungan dan berkelanjutan; 
g. Termasuk Skala prioritas tinggi; 
h. Termasuk Pembangunan Infrastruktur. 
i . Melakukan Alih Teknologi; 
j . Melakukan Industr i Pionir; 
k . Berada d i wilayah maju, wilayah berkembang, atau wilayah perbatasan; 
I . Mclaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi; 
m. Bermitra dengan usaha mikro, kecil, mcnengah atau koperasi atau; 
n . Industri yang men^unakan barang modal, mesin atau peralatan yang 

diproduksi d i dalam negeri. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diatur dengan Peraturan Bupati. 

BAB IV 
JENIS USAHA ATAU KEGIATAN YANG MEMPEROLEH INSENTIF 

DAN KEMUDAHAN 

PasalT 

Jenis Usaha atau kegiatan yang diprioritaskan memperoleh msentif dan 
kemudahan adalah: 
a. Pariwisata dan perhotelan; 
b. Kelautan dan perikanan; 
c. Pertanian, petemakan, perkebunan dan kehutanan; 
d. Perdagangan dan industri ; 
e. Pertambangan, ene i^ dan mineral; 
f. Perhubungan; 
g. Komunikasi dan informasi. 



BAB V 
DASAR PENILAIAN PEMBERIAN INSENTIF DAN 

PEMBERIAN KEMUDAHAN 

Pasal 8 

(1) Penilaian pemberian insentif dan pemberian kemudahan dilakukan 
berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan jenis 
usahasebagaimana dimaksud dalam pasal 7. 

(2) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati 
membcntuk Tim Verifikasi dan Penilaian kegiatan pemberian insentif dan 
pemberian kemudahan penanaman modal. 

BAB VI 
TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN 

PEMBERIAN KEBIUDAHAN 

Pasal 9 

Tata cara pemberian insentif dan pemberian kemudahan diatur sebagai ber ikut : 
a. Penanam modal dan atau penan^;ung jawab perusahaan mengajukan 

permohonan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. 
b. Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal kepada 

Penanam Modal ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

Pasal 10 

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif dan pemberian 
kemudahan penEinaman modal sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 diatur 
dengan Peraturan Bupati. 

(2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekuremg-kurangnya 
memuat : 
a. Tata cara pengajuan pemberian insentif dan pemberian kemudahan 

penanaman modal; 
b. Tata cara penilaian pemberian insentif dan pemberian kemudahan 

penanaman modal; 
c. Bentuk dokumen pemberian insentif dan pemberian kemudahan. 

BAB VII 
PELAPORAN DAN EVALUASI 

Pasal I I 

(1) Penerima insentif dan/atau kemudahan penanaman modal wajib 
menyampaikan laporan kepada Bupati paling sedikit l(satu) tahun sekali. 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat laporan 
penggunaan insentif dan/atau kemudahan, pengelolaan usaha, dan rencana 
kegiatan usaha. 



Pasal 12 

(1) Bupati atau Pejabat yang membidangi melakukan evaluasi terhadap kegiatan 
pengembangan penanaman modal yang memperoleh insentif dan/atau 
kemudahan. 

(2) Evaluasi sebagimana dimaksud pada ayat(l) di lakukan 1 (satu) tahun sekali. 

Pasal 13 

Pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal dapat dit injau 
kembali apabila berdasarkan hasil evaluasi penanaman modal tidak lagi 
memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) atau bertentangan 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BAB VUI 
PEHBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 14 

Bupati/Pejabat yang membidangi penanaman modal melakukan pembinaan dan 
pengawasan pelaksanaan pemberian insentif dan pemberian kemudahan 
penanaman modal. 

BAB IX 
SANKSI ADHINISTRASI 

Pasal 15 

(1) Setiap penanam modal yang melanggar ketentuan Pasal 11 dikenakan sanksi 
administrasi berupa: 
a. Peringatan tcrtulis; 
b. Pembatasan kegiatan usaha; 
c. Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau 
d. Pencabutan izin usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; 

(2) Pemberian sanksi sebagaimana pada ayat (1) ditetapkan oleh Pejabat yang 
membidangi penanaman modal. 

BAB XI 
KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 16 

Pada saat Peraturan Daerah in i berlaku : 
a. Pemberian insentif yang diberikan sebelum Peraturan Daerah in i berlaku, 

dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jangka waktu pemberian insentif 
dan pemberian kemudahan tersebut berakhir. 

b. Permohonan insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal yang 
sedang diproses, diselesaikan berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah in i . 



BAB XII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 17 

Peraturan Daerah in i mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah in i dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan. 

Ditetapkan di Pacitan 
PadaTanggal 22 -(O 2012 

BUPATI PACITAN 

INDARTATO 



BAB XI I 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 17 

Peraturan Daerah in i mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah in i dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Pacitnn, 

Ditetapkan d i Pacitan 
PadaTanggal 22 - 10 - 2012 

BUPATI PACITAN 

Cap.ttd 

INDARTATO 

Diundangkan di Pacitan 
Pada tanggal 22 Oktober 2012 

SEKRETARIS DAERAH 

Pembina Utama Hadya 
NIP. 19S71017 198303 1 014 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2012 NOMOR 7 



PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PACITAN 
NOMOR 7 TAHUN 2012 

TENTANG 

PEMBERIAN INSENTIF DAN PEMBERIAN KEMUDAHAN 
PENANAMAN MODAL 

UMUM 
Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis dan 

bertanggung jawab serta un tuk meningkatkan pendapatan masyarakat, 
menyerap tenaga keija lokal, pemberdayaan sumber daya lokal, 
meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan Produk Domestik Regional 
Bruto, serta mengemban^can usaha mikro, kecil dan koperasi, diperlukan 
upaya-upaya penmgkatan penanaman modal melalui pemberian insentif 
dan pemberian kemudahan bagi penanam modal, yang bcrkaitan dengan 
peraturan tentang pajak dan retribusi daerah serta pungutan-pungutan 
lainnya yang membebani kalangan pelaku usaha termasuk penanaman 
modal lainnya yang membebani kalangan pelaku usaha termasuk 
pcnanaman modal yang mengakibatkan daya saing daerah menurun. 

Sehubungan dengan hal tersebut, agar pemberian insentif dan 
pemberian kemudahan penanaman modal d i daerah tepat sasaran dan 
mencapai tujuan yang diharapkan serta tidak bertentangan dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu membentuk Peraturan 
Daerah tentang pemberian insentif dan pemberian kemudahan. 

PASAL mm PASAL 
Pasal 1 

Cukup jelas. 
Pasal 2 

Cukup jelas, 
Pasal 3 
ayat (1) Cukup jelas 

ayat (2) 
Huruf a 

Yang dimaksud dengan "kepastian hukum" adalah asas yang 
meletakkan h u k u m dan ketentuan peraturan perundang-undangan 
sebagai dasar pemerintah daerah dalam setiap kebijakan dan 
tindakan dalam pemberian insentif dan pemberian kemudahan 
penanaman modal. 

Huruf b 
Yang dimaksud dengan "kesetaraan" adalah perlakuan yang sama 
terhadap penanam modal tanpa memihak dan menguntungkan salah 
satu golongan, kelompok, atau skala usaha tertentu. 

Huruf 0 
Yang dimaksud dengan "transparansi" adalah keterbukaan informasi 
dalam pemberian insentif dan kemudahan kepada penanam modal 
dan masyarakat luas. 

Huruf d 
Yang dimaksud dengan "akuntabilitas" adalah bentuk 
pertanggungjawaban atas pemberian insentif dan/atau pemberian 
kemudahan penanaman modal. 

II . 



Huruf e 
Yang dimaksud dengan "efektif dan efisien' adalah pertimbangan 
yang rasional dan ekonomis serta jaminan yang berdampak pada 
pcningkatan produktivitas serta pelayanan publik. 

Pasal 4 
Cukup jelas. 

Pasal 5 
Cukup Jelas 

Pasal 6 
Cukup jelas 

Pasal 7 
Cukup jelas. 

Pasal 8 
Cukup jelas 

Pasal 9 
Cukup jelas 

Pasal 10 
Cukup jelas. 

Pasal 11 
Cukup jelas. 

Pasal 12 
Cukup jelas 

Pasal 13 
Cukup jelas 

Pasal 14 
Cukup jelas. 

Pasal 15 
Cukupjclas 

Pasal 16 
Cukup jelas. 

Pasal 17 
Cukupjclas. 


